
Lembaran Negara Republik 1Dd07Nomor 6, Tambahan
Nomor 5494);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja yang
berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja
yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan
nepotisme serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Lombok Barat perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Susunan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten LombokBarat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat.

BUPATILOMBOKBARAT,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PEMBENTUKAN,SUSUNAN,RINCIANTUGAS,FUNGSIDANTATAKERJA
UNITPELAKSANATEKNIS(UPT)PADADINASPERINDUSTRIANDAN

PERDAGANGANKABUPATENLOMBOKBARAT

PERATURANBUPATILOMBOKBARAT
NOMOR.J$'TAHUN2020

TENTANG

BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
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3. Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesia Nomor5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor6037);
6. Peraturan MenteriDalamNegeriRepublik Indonesia Nomor 12

Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita
NegaraRepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor451);

7. Peraturan Daerah Kabupaten LombokBarat Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016
Nomor142);

8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 78 Tahun 2016
tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok
Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan

Bupati LombokBarat Nomor78 Tahun 2016 tentang Rincian

Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah
Kabupaten LombokBarat Tahun 2019 Nomor6).

,"_J I

." '~ ..



Pasal3

(1) UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 merupakan un sur pelaksana teknis operasional Dinas
Perindustrian dan Perdagangan di lapangan.

BABIII
KEDUDUKAN

Pasal2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lombok Barat

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. UPTPengembangan Produk Unggulan Daerah Wilayah I; dan
b. UPTPengembangan Produk Unggulan Daerah Wilayah II.

BABII
PEMBENTUKAN

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRDmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang­
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Lombok Barat dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok

Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Lombok Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis
penunjang tertentu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Lombok Barat.

7. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lombok Barat.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN, RINCIANTUGAS, FUNGSI DAN TATAKERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
LOMBOKBARAT.

Menetapkan
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Bagian Kesatu
UPI'Pengembangan Produk Unggulan Daerah

PasalS

(1) UPI' Pengembangan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2 ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan produk unggulan
daerah;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),UPT
Pengembangan Produk Unggulan Daerah mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan anggaran dan programj'kegiatan

pengembangan produk unggulan daerah;
b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan produk unggulan daerah;
c. Pengelolaan urusan ketatausahaan meliputi keuangan, kepegawaian,

rumah tangga, perlengkapan dan pelaporan; dan
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya. /

BABV
TUGASDANFUNGSI

BABIV
SUSUNANORGANISASI

Pasal4

(1) Susunan Organisasi UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
terdiri dari:
a. KepalaUPT;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Koordinator Unit Kerja;dan
d. Kelompokjabatan fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPT pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) UPTsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTyang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan melalui Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Tempat Kedudukan dan wilayah kerja UPT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)berada di Kabupaten LombokBarat dengan wilayah kerja meliputi:
a. UPTPengembangan Produk Unggulan Daerah Wilayah I berkedudukan

di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari mempunyai wilayah kerja
meliputi Unit Kerja Gula Aren Desa Langko Kecamatan Lingsar, Unit
Kerja Pengelolaan Gula Aren Desa Kekait, dan Unit Kerja Kerajinan
KayuDesa Sesela Kecamatan Gunung Sari;

b. UPTPengembangan Produk Unggulan Daerah Wilayah II berkedudukan
di Desa Banyumulek Kecamatan Kediri mempunyai wilayah kerja
meliputi Unit Kerja Kerajinan Gerabah Desa Banyumulek Kecamatan
Kediri.
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Untuk menyelenggarakantugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8, Sub
BagianTata Usahamempunyaifungsi :
a. penyelenggaraanadministrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan;
b. penyelenggaraanadministrasi keuangan dan kepegawaian;
c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan,

dan kepegawaian;
d. penyelenggaraanpembinaan kelembagaandan ketatalaksanaan;
e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang­

undangan, pengelolaanperpustakaan, dan hubungan masyarakat;
f. Pelaksanaan koordinasidengan unit kerja terkait; dan
g. penyusunan laporan hasil kegiatan.

Pasal9

Pasal8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan program
administrasi umum dan rumah tangga, administrasi perlengkapan,
administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian.

BagianKeempat
Sub BagianTata Usaha

Pasa17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
KepalaUPTmempunyaifungsi:
a. Perencanaan kegiatan penyelenggaraankegiatan sesuai dengan bidang

tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pedoman
pelaksanaan tugas;

b. Penyelenggaraanbimbingan pelaksanaan tugas bawahan di UPTsecara
berkala sesuai dengan peraturan dan proseduryang berlaku;

c. Pemberianpetunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di UPTsesuai
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

d. Penyusunan bahan kebijakarr/pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan
kegiatan di UPTsesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
sebagaibahan pimpinandalam pengambilankeputusan;

e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan
pengambilankebijakanatasan; dan

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai
tupoksi.

BagianKedua
KepalaUPT

Pasal6

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) bertugas
merencanakan, membagi, membimbing, memeriksa, menyiapkan bahan,
melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas di UPTmasing-masing
sesuai dengan bidangtugasnya.
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Pasal12
(1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi,

sinkronisasi dan simplifikasibaik dalam UPTmaupun dengan instansi
lainnya.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip­
prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplifikasisesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing.

(3) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing
bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada
bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut
jenjang jabatannya masing-masing.

BABVI
TATAKERJA

Pasalll
(4) KepalaUPTdalam melaksanakan tugas pokoknyadibantu oleh tenaga­

tenaga profesionalyang tergabung dalam kelompokjabatan fungsional.
(5) Kelompokjabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan
bidang keahliannya.

(6) Kelompokjabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh
pejabat yangberwenangdan bertanggungjawabkepada KepalaUPT.

(7) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,

(8) Jenis jabatan fungsionalyang ada dalam UPTsesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BagianKelima
KelompokJabatan Fungsional

Pasall0
(1) KepalaUPTdalammelaksanakan tugas pokoknyadibantu olehKoordinator

Unit KeIja.
(2) KoordinatorUnit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas UPTdi wilayahunit keIjanya masing­
masing.

(3) KoordinatorUnit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpinoleh
seorang tenaga fungsional senior dan atau tenaga non struktural yang
ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada
KepalaUPT.

BagianKeempat
KoordinatorUnit KeIja

, ,
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Pasal15

Peraturan inimulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Barat.

Pasal14
Dengan berlakunya peraturan ini, maka Pasal 2 ayat (2) huruf f dan Pasal
18 sampai dengan Pasal20 Peraturan Bupati LombokBarat Nomor 1Tahun
2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT)DinasfBadan di
Kabupaten LombokBarat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT)DinasfBadan di Kabupaten
LombokBarat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BABVIII

KETENTUANPENUTUP

BABVII
KEPEGAWAIANDANJABATAN

Pasal13
(1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPT

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1)

harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan
pemerintahan yang ditangani.

(3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan
berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(4) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVfa atau jabatan
pengawas, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan
struktural eselon IVfb atau jabatan pengawas.

(5) KoordinatorUnit KeIjamerupakan jabatan non struktural.
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PELAKSANA

I
PELAKSANA

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

KASUBAG
TATAUSAHA

KOORDINATOR
UNITKERJA

KEPALAUPT

KEPALADINAS

STRUKTIJR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPl')
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)pada Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat

Peraturan Bupati Lombok BaratLampiran
Nomor
Tentang
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Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
melalui peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada

masyarakat di bidang perindustrian dan perdagangan diperlukan inovasi

dan kreatifitas secara terus menerus, berkelanjutan yang dilaksanakan
oleh semua jajaran aparatur pemerintah sebagaimana harapan
masyarakat.

Dinas perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Pasal 2 ayat
(2) Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Lombok Barat memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam bidang
perindustrian dan perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan perlu didukung oleh keberadaan Unit
Pe1aksanaTeknis (UPT)sebagai perpanjangan tangan Dinas Perindustrian

dan Perdagangan. Dengan adanya UPTmaka sebagian kegiatan teknis
penunjang akan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien dalam
rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan
PADmenjadi lebih optimal.

Pembentukan, Susunan, RincianTugas dan Tata
Kerja Unit Pe1aksanaTeknis (UPT)Pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
LombokBarat

Tanggal
Lampiran
Perihal

Tembusan KepadaYth.

Perbup

Bapak Bupati LombokBarat
KepalaBagianOrganisasi dan Tatalaksana Setda
Kab.LombokBarat
1. Bapak Sekda Kabupaten LombokBarat
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lombok

Barat
24 Februari 2020
1 (satu) gabung
Permohonan Penandatanganan

KepadaYth.
Dari

NOTA DIMAS

JI. Soekarno Hatta Giri Menang-Gerung Telp. (0370) 6183001 Fax: (0370) 6183006 Kode Pos 83363
Homepage : http://www.lombokbaratkab.go.id
E-Mail: sekretariat@lombokbaratkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
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Kabag. Organisasi dan Tatalaksana
SETDAKabupate L

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami

mengajukan draft Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)pada Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan surat rekomendasi

Gubemur Nusa Tenggara Barat Nomor: 060j431jORG tanggal 11

Desember 2019 tentang Rekomendasi Pembentukan UPTD pada Dinas

Daerah Kabupaten LombokBarat.

Demikian nota dinas In! kami sampaikan sebagai bahan

pertimbangan dan dan atas persetujuannya disampaikan terima kasih.


